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ABSTRAK

Pemerintah Daerah diperbolehkan memungut retribusi baik terhadap penyediaan
fasilitas pasar tradisional maupun fasilitas pertokoan milik pemerintah daerah.
Maka menjadi tanggung jawab bagi setiap pemerintah daerah untuk memenuhi
kebutuhan daerahnya masing-masing. Di Pasar Bauntung Banjarbaru yang
merupakan pasar terbesar di Kota Banjarbaru masih terdapat permasalahan
mengenai keberatan pedagang terhadap besarnya penarikan tarif retribusi. Salah
satu kendala yang Peneliti temui di pasar Bauntung karena daya beli yang menurun
sehingga menyebabkan kurangnya pendapatan para pedagang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tarif retribusi
pelayanan pasar berdasarkan peraturan daerah kota Banjarbaru No 5 Tahun 2021
tentang perubahan atas peraturan daerah No 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan
Retribusi Pasar dan Retribusi pasar Pertokoan dan Untuk mengetahui persepsi
pedagang terhadap fasilitas yang didapatkan dari Pemerintah Kota Banjarbaru atas
Retribusi pasar yang telah dibayarkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Retribusi pasar di kota Banjarbaru
diatur dalam peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang
perubahan atas peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 Retribusi
Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan, dalam prakteknya belum maksimal
karena ada perubahan pada pasal 16 tentang struktur besarnya tarif retribusi, pasal
19 tentang pembayaran retribusi, pasal 23 dan pasal 24 tentang pemungutan
retribusi yang baru diberlakukan pada tahun 2021. Sehingga retribusi pasar ini tidak
maksimal terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru. Kedua, Persepsi
pedagang terhadap penerapan tarif retribusi pasar di Pasar Bauntung cukup baik
namun banyak pedagang yang mengeluhkan tentang toko, kios, atau los yang
mereka tempati tidak strategis. Dari tempat yang tidak strategis itu membuat para
pedagang jadi sepi pengunjung dan pendapatan yang mereka peroleh juga menurun.

Kata Kunci (keyword) : Retribusi Pasar, Penerapan Retribusi Pasar, Persepsi
Pedagang.
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RINGKASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diperbolehkan
memungut retribusi baik terhadap penyediaan fasilitas pasar tradisional maupun
fasilitas pertokoan milik pemerintah daerah. Maka menjadi tanggung jawab bagi
setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk
memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat
menghimpun dan sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia
yang baik juga.

Semakin besar pembangunan maka semakin besar juga biaya yang dikeluarkan.
Untuk itu peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dipandang sebagai salah satu
cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber
Penerimaan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah;

2. Dana Perimbangan;

3. Pinjaman Daerah; dan

4. Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah di atas tersebut yang paling potensial
dan member masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah.
Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya
untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain
berbeda-beda, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi
pasar in termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang
cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar
in dengan sebaik-baiknya.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola
Retribusi Pasar ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah. Keberadaan pelayanan ini
dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan



demokrasi di daerah itu sendiri. Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik, karena pengelolaan
retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan. Namun pada
kenyataannya, di pengelolaan retribusi pasar selama ini belum sepenuhnya
dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa pasar.

Di Pasar Bauntung Banjarbaru yang merupakan pasar terbesar di Kota Banjarbaru
masih terdapat permasalahan-permasalahan mengenai keberatan pedagang
terhadap besarnya penarikan tarif retribusi. Salah satu kendala yang Peneliti temui
di pasar Bauntung karena daya beli yang menurun sehingga menyebabkan
kurangnya pendapatan para pedagang. Kondisi-kondisi seperti in tentunya
membutuhkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Daerah, belum lagi ditambah
pelayanan yang belum optimal dari para pemungut retribusi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui penerapan
tarif retribusi pelayanan pasar berdasarkan peraturan daerah kota Banjarbaru No 5
Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah No 10 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Retribusi Pasar dan Retribusi pasar Pertokoan dan Untuk mengetahui
persepsi pedagang terhadap fasilitas yang didapatkan dari Pemerintah Kota
Banjarbaru atas Retribusi pasar yang telah dibayarkan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan hasil dari
penelitian langsung pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, UPTD Pasar Kota
Banjarbaru dan Pasar Bauntung Banjarbaru. Sesuai dengan sifat penelitian
hukumnya yaitu penelitian yang bersifat deskriptif menggunakan analisis, landasan
teori harus sesuai dengan fakta dilapangan. Untuk menganalisis isu hukum tersebut
menggunakan bahan hukum data primer yaitu sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti
langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa :

1. Retribusi pasar di kota Banjarbaru diatur dalam peraturan daerah Kota
Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah
Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Pasar dan
Retribusi Pasar Pertokoan, dalam prakteknya belum maksimal karena ada
perubahan pada pasal 16 tentang struktur besarnya tarif retribusi, pasal 19
tentang pembayaran retribusi, pasal 23 dan pasal 24 tentang pemungutan
retribusi yang baru diberlakukan pada tahun 2021. Sehingga retribusi pasar ini
tidak maksimal terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru.

2. Persepsi pedagang terhadap penerapan tarif retribusi pasar di Pasar Bauntung
cukup baik namun banyak pedagang yang mengeluhkan tentang toko atau los
yang mereka tempati tidak strategis. Dari tempat yang tidak strategis itu
membuat para pedagang jadi sepi pengunjung dan pendapatan yang mereka
peroleh juga menurun.
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